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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METROG,

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR <, TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Mengingat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah Daerah dan Rencana Kera
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD)
sebagai dasar Penyusunan KUA-PPAS;

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Metro
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun
2016-2021, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
dokumen perencanaan tahunan scbagai pelaksanaan
dokumen perencanaan menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Metro Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati I Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825};
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2.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Xeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana lelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 rentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
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Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019;

12.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor
24);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Metro.

2.  Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

4., Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Metro.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya vang tersedia.

6. Rencana  Pembangunan  Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat  RPJMD adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung s¢jak dilantik sampai dengan berakhirnyva masa
jabatan Kepala Daerah.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yvang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yvang dimiliki Daerah.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas
Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
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11.

14,

13.

14.

15.

(1)

(2)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daecrah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serla rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RKPD KOTA METRO TAHUN 2020

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mcenengah Dacrah (RPJMD)
Kota Metro Tahun 2016-2021.

RKPD Kota Metro Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Prioritas pembangunan daerah;

c. Rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPD Kota Metro Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diramuskan
secara

TR e g0 TR

=
*

Transparan;

Responsif;

Efisien;

BEfelktif;

Akuntabel;

Partisipatif;

Terukur;

Berkeadilan;

Berwawasan lingkungan; dan
Berkelanjutan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(3]

(6)

(7)

(8]

(9)

(10)

Pasal 4

Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufl a, yaitu membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di
Daerah.

Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, yaitu pencapaian
keluaran foutput) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah
dengan keluaran foufput) maksimal.

Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu kemampuan
mencapai target dengan sumber daya yvang dimiliki, melalui cara atau proses
vang paling optimal.

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yaitu setiap kegiatan
dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Partisipatil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan hak
masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat
rentan  termarginalkan, melalui  jalur  khusus  komunikasi  untuk
mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses
dalam pengambilan kebijakan.

Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, yaitu penetapan target
kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan
prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, yaitu
untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan
kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan
sumber daya manusia.

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, yaitu
pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak
pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya
manusia.

Pasal 5
RKPD Kota Metro Tahun 2020 yang berorientasi pada proses, menggunakan
pendekatan :
a. Teknokratik;
b. Partisipatif;
c. Politis; dan
d. Atas-bawah dan bawah-atas.
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Pasal 6

(1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan Daerah.

(2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

(3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g,
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke
dalam dokumen perencanaan permnbangunan jangka menengah yang dibahas
bersama dengan DPRD.

(4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota,

Daerah Provinsi, hingga nasional.

Pasal 7

. RKPD Tahun 2020 yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :
a. holistik-tematik;

b. integratif; dan

c. spasial.

Pasal 8

(1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul a, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

(2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses

. terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
Daerah.

(3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e,
dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam
perencanaan.

Pasal 9

RKPD Kota Metro Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Daerah Kota Metro.

Pasal 10

RKPD Kota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatanfjya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal % \Julf' 2019

”j,L oy i i WALIKOTA METRO,
M il ACHMAD PAIRIN
Diundangkan Metro

Pada tanggal < Ju e 2019
. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
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o
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BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR .......



